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RINGKASAN

Perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi
masyarakat dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Penelitian
ini bertujuan: (1) Untuk memahami peranan modal sosial dalam proses penganggaran
di Kabupaten Jember; dan (2) Untuk menyusun model perencanaan partisipatif di
Kabupaten Jember. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan menambah
khasanah keilmuan dalam ilmu ekonomi kelembagaan yang lebih holistik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena
fenomena anggaran bersifat holistik dan saling kait mengkait yang melibatkan aktor-
aktor dari elemen-elemen masyarakat sehingga pembahasan anggaran sangat dinamis.
Peranan modal sosial dalam proses penganggaran sangat efektif sebagai model yang
keberadaannya nyata tetapi secara eksplisit kurang bisa dinyatakan, karena
pendekatannya melalui jalur informal;

1. Model Perencanaan berbasis Partisipatif di Kabupaten Jember adalah kondisi
ideal, namun tidak bisa diimplementasikan karena banyak kendala terkait
dengan :

a. Aturan mainnya masih belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis;

b. Proses penyusunan akan menjadi lebih panjang dan lama untuk
melibatkan semua komponen anggota masyrakat walaupun dalam
bentuk kelompok-kelompok maupun asosiasi profesi;

c. Ada sebagian peserta FGD menyatakan bahwa bentuk partisipasinya
telah dilakukan oleh DPRD dimana secara empiris sebenarnya

pendapat ini tidak selalu benar.
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan modal sosial dalam proses penganggaran sangat efektif sebagai model
yang keberadaannya nyata tetapi secara eksplisit kurang bisa dinyatakan,
karena pendekatannya melalui jalur informal;

2. Model Perencanaan berbasis Partisipatif di Kabupaten Jember adalah kondisi
ideal, namun tidak bisa diimplementasikan karena banyak kendala terkait
dengan :

a. Aturan mainnya masih belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis;

b. Proses penyusunan akan menjadi lebih panjang dan lama untuk
melibatkan semua komponen anggota masyrakat walaupun dalam
bentuk kelompok-kelompok maupun asosiasi profesi;

c. Bentuk partisipasinya telah dilakukan dan diwakili oleh DPRD, namun
dalam konsep anggaran berbasis partisipatif belum dilaksanakan sesuai

dengan konsep teori ekonomi kelembagaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun saran berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang
dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Memperkaya pemahaman teori, model penelitian kualitatif dengan
memunculkan ekonomi kelembagaan.

3. Diharapkan konsep berpikir dan hasil-hasil studi ini dapat menambah referensi

dan membuka wacana penelitian lebih lanjut.
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